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ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pegawai. Analisa data yang digunakan untuk menguji hubungan atau peranan variabel koordinasi terhadap variabel efektivitas kerja, menggunakan instrument analisis koefisiensi korelasi rank spearmans, perhitungan analisa menggunakan program SPSS 17,0 for windows.

Berdasarakan perhitungan diperoleh harga rs hitung sebesar 0,570 yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan harga table rs (Harga Kritis rs) sebesar 0,456 untuk N = 30 pada tingkat kepercayaan 95%.  Dari hasil perhitungan rumus spearman’s, maka dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel spearman’s (0,650 > 0,456), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable koordinasi terhadap variable efektivitas kerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.


Dari hasil perhitungan hasil uji-t adalah sebesar 2,617, hal ini berarti berarti  bahwa thit = 2,617, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 2,617 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 28 (30 – 2 = 28).  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel koordinasi terhadap variabel efektivitas kerja. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa koordinasi berperan terhadap efektivitas kerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
Kata Kunci : koordinasi, efektivitas

I. Pendahuluan 
Koordinasi yang efektif dalam sebuah organisasi sangat diperlukan karena tanpa adanya koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.  Koordinasi merupakan salah satu fungsi admnistrasi dan manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat (Handoko (2016: 162).
Pentingnya koordinasi dalam rangka untuk mengarahkan aktivitas kearah pencapaian tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan serta konflik yang merusak organisasi. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para pimpinan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun dan memadukan berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi.  Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi pelaksanaan tugas dan derajat saling tergantung bermacam-macam satuan pelaksananya (Handoko, 2016: 190) .

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pegawai di lingkungan birokrasi diperlukan koordinasi yang efektif.  Hal inilah yang mendasari pemikiran penulis bahwa fungsi-fungsi manajemen (termasuk koordinasi) perlu dijalankan di lingkungan birokrasi dalam pelaksanaan tugas birokrat memberi pelayanan bagi publik secara efektif dan efisien. Thompson (1997, 38)
Koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan, sebenarnya salah satu bagian penting dari pembinaan pegawai, sebagaimana di amanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999  Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagai berikut : Kedudukan Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerinta menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan
Berkaitan dengan penulisan penelitian ini, diharapkan dengan adanya  koordinasi yang efektif dilakukan pimpinan atau unsur pimpinan lainnya kepada bawahannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan yang semakin kompleks saat ini dan yang akan datang, khusus di Kalimantan Timur. Namun disisi yang lain terkadang harapan tersebut bertolak belakang dengan fakta fenomena yang ada, kenyataan menunjukkan bahwa koordinasi dalam tahap implementasi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan banyak faktor yang menghambat penerapan koordinasi efektif.
Menurut Paul R. Lawrence dan Jay W. Lprch (dalam Handoko, 2016 : 195), mengemukakan masalah, kesulitan dalam pencapaian koordinasi yang efektif. Terdapat empat type perbedaan dalam sikap dan cara kerja diantaranya bermacam-macam individu dan bagian-bagian dalam organisasi yang mempersuli tugas pengkoodinasian bagian-bagian secara efektif, yaitu : (1) perbedaan dalam orientasi tujuan tertentu. Terjadi perbedaan mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik; (2) perbedaan dalam orientasi waktu, baik waktu pendek maupun waktu panjang; (3) perbedaan dalam orientasi antar pribadi; dan (4) perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mempunyai metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan balas jasa terhadap karyawan.
Permasalahan tersebut di atas jika dibiarkan akan mengganggu terhadap efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 adalah bentuk usaha lain dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintah dan pembangunan. Hal ini menurut Kharis Suhud (2018) menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan selama ini terkesan lambat dan berbelit-belit sehingga efektivitas kerja pegawai sulit tercapai.

Dukungan identifikasi permasalahan berkaitan dengan lemahnya peran koordinasi, berdasarkan pengamatan penulis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, terlihat masih kurang optimal  koordinasi yang dilakukan oleh unsur  pimpinan dengan bawahan maupun koordinasi dengan bagiannya, tentu saja hal ini akan mengganggu terhadap efektifitas mekanisme kerja pada kantor tersebut. Selain itu juga berdasarkan wawancara sekilas yang penulis lakukan dengan unsur pimpinan dan sebagian staf di masih terasa kurangnya hubungan yang baik, serta masih terdapat adanya ego pribadi dan lemahnya dalam bekerjasama antar pegawai  tentu saja hal ini akan membuat kurang efektinya dalam melaksanakan tugas pekerjaan di kantor, disisi yang lain tuntutan reformasi birokrasi saat ini dan yang akan datang aparatur pemerintah bekerja lebih efesien dan efektif mengingat defisit anggaran atau pengurangan anggaran sangat berdampak terhadap keberhasilan program kegiatan pembangunan termasuk tugas bidang pelayanan, untuk mengefesienkan dan mengefektifkan sumber daya yang sangat terbatas tersebut diperlukan peran koordinasi pimpinan untuk bisa mengelemener permasalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, khususnya berkaitan dengan tugas pelayanan ketenagakerjaan yang semakin kompleks saat ini dan yang akan datang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 

II. KERANGKA DASAR TEORI
1. Teori dan Konsep 


Dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori administrasi dan manajemen, oleh Fayol dikenal dengan konsep perencanaan,  pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasi dan pengawasan. Pendapat Gulick dan Urwick dikenal dengan konsep perencanaan, pengorganisasian, penempatan pegawai, pengarahan, koordinasi, pelaporan serta penganggaran dikenal dengan istilah fungsi administrasi. Sedangkan  Terry di kenal POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) atau istilah lain disebut dengan prinsip-prinsip manajemen, salah satu fungsi manajemen tersebut adalah koordinasi (Suganda, 2006 : 20).



Fungsi koordinasi merupakan unsur yang sangat penting dalam proses administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka untuk menintegrasikan, menyatukan kegiatan bawahannya salah satunya untuk mencapai efektivitas kerja. Menurut Handoko (2016 : 193) mengatakan bila kegiatan-kegiatan dibagi menjadi beberapa bagian, kewajiban pimpinan untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan. Kemampuan pimpinan melaksanakan koordinasi secara efektif sebagian besar tergantung pada jumlah pegawai yang melapor kepadanya yang dikenal dengan rentang manajemen atau rentang kendali.



Konsep dan teori koordinasi dilihat dari pendekatan sistem, menurut Ermayana (2006 : 47) mengatakan bahwa koordinasi merupakan fungsi manajemen dan proses penyusunan sub sistem  sistem yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu, sehingga koordinasi berperan penting terhadap efektivitas kerja dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sub sistem yang menjadi kesatuan yang utuh tersebut diperlukan penggeraknya, yaitu pegawai yang mampu melaksanakan tugas sesuai sesuai bidang dan mempunyai perilaku yang baik sesuai dengan tujuan organisasi

2. Koordinasi

Koordinasi menurut Arifin (1990:109) adalah kegiatan-kegiatan untuk menertibkan, sehingga segenap kegiatan management maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpan siur, tidak berlawanan dan ditujukan titik arah pencapaian tujuan. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, maka yang dimaksud dengan koordinasi. Koordinasi menurut Chung dan Megginson (1991: 41), dapat didefinisikan sebagai proses motivasi, memimpin, dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.  Sedangkan Sutisna (1999: 32) mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Koordinasi adalah sebagai sebuah proses penyatuan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu  organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Koordinasi yang efektif dalam organisasi diperlukan karena tanpa adanya koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.  Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat (Handoko (2016: 162).
Menurut  J. Panglaykim (1994 : 56)  tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan tindakan atau usaha meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja, yaitu : (1) pencegahan konflik atau kontradiksi; (2) pencegahan persaingan yang tidak sehat ; (3) pencegahan pemborosan; dan (4) pencegahan terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan. 

Selanjutnya tujuan dan manfaat koordinasi menurut  Sondang P. Siagian ( 1990 : 19 ), antara lain : (1) melalui adanya koordinasi dapat dihindari perasaan lepas satu sama lain antara satuan organisasi atau antara pimpinan yang ada dalam organisasi ; (2) melalui  koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasi atau jabatannya merupakan yang paling penting ; (3) melalui koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antar pimpinan ; (4) melalui  koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas ; (5) melalui koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama ; (6) melalui  koordinasi dapat dihindarkan  kemungkinan terjadi kesamaan pekerjaan terhadap suatu aktivitas satuan-satuan organisasi oleh para pimpinan ; (7) melalui koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan terhadap  tugas oleh para pimpinan ; (8) melalui  koordinasi dapat tumbuh kesadaran diantara para pimpinan untuk saling membantu ; (9) melalui koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pimpinan untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat   dihindarkan   kemungkinan   terjadinya   kebaikan   bagi  dirinya,  keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pimpinan  lainnya; (10) melalui koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antara  parapimpinan; (11) melalui  koordinasi dapat  dijamin  adanya  kesatuan  tindakan   antara pimpinan ;(12) melalui  koordinasi kesatuan sikap antara pimpinan; dan (13) melalui  koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antara pimpinan.  
3. Jenis, Tipe  Koordinasi 

Tujuan koordinasi adalah proses pengintegrasian (memadukan), mengsinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  Berikut ini dikemukakan jenis atau kriteria koordinasi terbagi, antara lain : (1) koordinasi vertikal, yaitu: koordinasi yang dilakukan oleh unsur pimpinan kepada bawahannya atau sebaliknya ; (2) koordinasi fungsional, yaitu: koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan satu terhadap pimpinan di bidang lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi.  Koordinasi fungsional dibedakan atas: koordinasi fungsional horisontal (setingkat), fungsional diagonal (lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya), fungsional teritorial (koordinasi dalam suatu wilayah tertentu), dan fungsional institusional; dan (3) koordinasi institusional, yaitu koordinasi yang dilakukan pimpinan dengan beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan (Awaluddin Jamin, 1990 : 18).

Senada pendapat di atas, Jenis Koordinasi menurut  Usman Tampubolon          (1998 : 49-50 ) koordinasi dapat dibedakan menjadi : (a) koordinasi vertikal.  Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan/pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit/satuan-satuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggungjawabnya ; (2) koordinasi horizontal.  Koordinasi horizontal bisa dibedakan menjadi dua yaitu :

· Interdisiplinary, adalah suatu koordinasi dalam menyatukan tindakan-tindakan mewujudkan/menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan yang lain secara intern pada unit-unit yang tugasnya sama.

· Interelated, adalah koordinasi antar badan/instansi/unit yang fungsinya satu sama lain berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantungan atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern yang tingkatnya atau levelnya setaraf. 

Beberapa jenis atau tipe-tipe koordinasi dalam tahap implementasi perlu memperhatikan beberapa pendekatan.  Pendekatan pertama, hanya menggunakan teknik-teknik manajemen dasar (meliputi: hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur.  Organisasi yang relatif sederhana tidak memerlukan peralatan koordinasi lebih dari teknik-teknik tersebut, selain itu juga tipe atau jenis koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan maupun unsur pimpinan ditingkat bagian tergantung pada jenis organisasinya dan pegawainya dalam menjalankan tugas, pekerjaan di kantor maupun tugas dilapangan.

4. Faktor-Faktor Koordinasi

Menurut Handoko (2016 : 197) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja antara lain : (1) perlu mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar: hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah kegiatan, aturan dan prosedur (SOP) yang berlaku ; (2) menjadi diperlukan bila bermacam-macam bagian organisasi menjadi lebih saling ketergantungan dan lebih luas dalam aturan dan fungsi; (3) menyatukan masing-masing sumberdaya dan pengelompokkan agar tugas dan pekerjaan dapat berdiri sendiri. Mengurangi saling ketergantungan.  

Kesaling tergantungan yang dimaksud dapat dijelaskan oleh Thompson (1997, 35) sebagai berikut: (1) saling ketergantungan yang menyatu (pooled interdependence), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir; (2) saling ketergantungan yang berurutan (sequential interdependence), di mana suatu satuan organsasi harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja; dan (3) saling ketergantungan tumbal balik (reciprocal interdependence). Merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Dari ketiga hubungan di atas, maka kebutuhan koordinasi saling ketergantungan yang menyatu akan lebih besar dari macam saling ketergantungan yang lain. Senada dengan pendapat di atas J. Panglaykiim ( 1994 : 43 ) menyatakan, bahwa koordinasi dapat berjalan efektif apabila : (1) memungkinkan adanya pertimbangan dan putusan yang merupakan “Group Judgment” pertimbangan dari segolongan ; (2) mempertinggi koordinasi ; (3) menyusun kerjasama dari pada eksekutif dalam melaksanakan rencana; dan (4) melatih para anggotannya dalam membahas masalah. 
5. Pengertian Efektivitas

Menurut Handoko (2016:8) efektivitas berarti : kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seseorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan (metode/cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Siswanto mengungkapkan (2005 : 55) “Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar, memiliki kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat”.Menurut Shaun Tyson & Tony jacson (2000 : 230)  efektivitas dapat didefinisikan sebagai kecakapan untuk meyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Dasar efektivitas adalah integrasi.

Efektivitas salah satunya evaluasi tergantung pada kerangka referensi para evaluator. Bagi kelompok yang berbeda dan tingkatan yang berbeda, kerangka-kerangka referensi ini akan jadi berbeda; dengan kata lain, hal-hal yang mendasari pendapat yang diajukan tidaklah tetap. Tingkatan kinerja harus diperbandingkan dengan tujuan sistem dan sosial mereka yang semula.
6. Aspek, Kriteria dan Ukuran Efektivitas 
Richard M. Steers (1995:5) mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu: (1) Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai; (2) Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi; dan (3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi (Richard M. Steers, 1985:4-7)

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Georgepoulus dan Tenenbaum (Richard M. Steers, 1995:20) berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan.  

Dapat dijelaskan indentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya efektivitas kerja, antara lain : Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pegawai, dan Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen. Sedangkan untuk mengetahui tinggi rendahnya efektivitas kerja yang dicapai oleh bawahan sangat diperlukan sarana atau alat untuk menilainya. Kriteria atau indikator efektivitas yang digunakan yaitu : kemampuan menyesuaikan Diri, kepuasan Kerja. mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan mereka dan prestasi Kerja Handoko, 1998 : 130).
Menurut Campbell (Richard M. Steer, 1995:45) dalam enam macam pertimbangan, sebagai berikut : (1) pengukuran efektivitas  untuk memastikan keadaan  (profit suatu organisasi) apakah dalam keadaan baik dan buruk ; (2) pengukuran efektivitas  organisasi  digunakan sebagai  diagnosa untuk menentukan faktor-faktor penyebab berlakunya keadaan suatu organisasi; (3) diperlukan sebagai bahan  keputusan  untuk suatu perencanaan ; (4) diperlukan untuk memahami organisasi ; (5) diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu usaha  pengembangan organisasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya  perubahan perilaku, struktur ekologi organisasi; dan (6) diperlukan sebagai alat  untuk memahami  variabel, yaitu untuk mengetahui  karakteristik  organisasi apa saja  yang berhubungan  dengan  prediktor efektivitas. 
Menurut Shaun Tyson & Tony Jacson (2000 : 233-235) Jenis kriteria efektivitas adalah:

(1) Pengarahan: menetapkan tujuan, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Diukur atau ditunjukkan dengan: tingkat tujuan yang dicapai adanya tinjauan strategi ke masa depan, kebeihasilin inovasi, dan sebagainya. 

(2) Delegasi: hal ini menyatakan bahwa pimpinan memiliki wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Diukur atau ditunjukkan dengan: luasnya wewenang yang didelegasikan, dan apakah hal itu dianggap tepat oleh bawahan; tingkat dorongan dari atas.

(3) Pertanggungjawaban: siapa bertanggung jawab terhadap apa, tanpa ada kesenjangan di antara sejumlah pertanggungawaban. Diukur atau ditunjukkan dengan: seberapa jauh atasan memahami bahwa pertanggungjawaban dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan ;
(4) Pengendalian: mengawasi kinerja yang tidak sesuai dengan tujuan dan standar. Diukur atau ditunjukkan dengan: daftar tugas, seperti penggunaan sumber daya, kualitas layanan, dan sebagainya. Mungkin juga meliputi pengukuran terhadap periliku atau moral ; 

(5) Efisiensi: penggunaan optimum dari sumber dava dan pencapaian terhadap tingkat output yang direncanakan dengan biaya minimum. Diukur atau ditinjukkan dengan: rasio input-output ;

(6) Koordinasi: mengintegrasikan aktivitas dan kontribusi dan bagian-bagran yang berlainan  dalam perusahaan. Diukur atau ditunjukkan dengan: hubungan yang mendukung di antara unit-unit yang saling tergantung; tingkat gangguan, aliran aktivitas ;

(7) Adaptasi: kemampuan untuk menanggapi perubahan lingkungan, kecakapan untuk membuat inovasi dan memecahkan masalah. Diukur atau ditunjukkan dengan: perubahan-perubahan dalam pelakasanaan pekerjaan dan Mungkin juga meliputis olusi kreatif terhadap berbagai masalah ataupun perkembangan praktek-praktek yang mengalami perbaikan ;

(8) Sistem sosial dan harapan Perorangan: memelihara system sosial, hubungan dan keadaan tenaga kerja supaya organisasi mendapatkan komitmen dari karyawan'. Dirukur atau ditunjukan dengan: laporan penilaian kerja' survai perilaku, tingkat ketidakhadiran, pergantian staf' dan sebagainya.
7. Ukuran Efektivitas 
Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok” menyebutkan ukuran efektivitas (Danim, 2004:119-120)., sebagai berikut: (1) jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output) ; (2) tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu); (3) produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan ; dan (4) intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. 

Masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Steers (1985: 47) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu: (1) kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi; (2) produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan; (3) kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik; (4) efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut; (5) penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi; (6) pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya; (7) stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu; (8) kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu; (9) semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki; (10) motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu untuk mencapai tujuan; (11) keterpaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan; dan (12) keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan (Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

8. Hubungan Koordinasi dan Efektivitas Kerja
Beberapa jenis atau tipe koordinasi, pada prinsipnya adalah pelaksanaan dari fungsi manajemen, koordinasi tidak bisa jalan dengan sendirinya, sangat tergantung dari aspek atau fungsi manajemen lainnya seperti organizing, actuating dan controlling atau pengawasan. Terimplementasinya beberapa fungsi admnistrasi dan manajemen salah satunya tergantung dari pemimpin dalam menerapkan gaya kepememimpinannya, termasuk koordinasi pekerjaan. Dari aspek tersebut di atas, salah satu kuinci keberhasilan koordinasi adalah peranan pimpinan dalam menjalankan kepemimpinannya.

Soewarno Handayaningrat (1992 : 122 ), mengatakan bahwa peranan pimpinan sangat penting dalam menjalankan koordinasi. Hal ini sejalan juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1992 : 122 ) yang menyatakan, peranan pimpinan dalam menjalankan koordinasi adalah sebagai koordinator dalam bekerja yaitu: (1) melakukan breefing staf untuk memberitahukan tentang kebijaksanaan pimpinan organisasi kepada seluruh staf, yang dalam waktu singkat mungkin harus diketahui dan mendapat perumusan; (2)  rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh staf serta mengadakan integrasi dari pada pokok-pokok pekerjaan staf: (3)  pemeliharaan hubungan dalam berbagai bentuk demi meningkatkan keselarasan kerja dan (4) mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Dengan melakukan kegiatan - kegiatan diatas, maka pimpinan sebagai koordinator berusaha menjalankan tugas sesuai dengan rencana.
Uraian tersebut di atas, didukung oleh pendapat Sondang P. Siagian ( 1990 : 10 ) dalam bukunya yang berjudul Peranan Staf dalam  Management, menyebutkan sebagai berikut : koordinasi diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan organisasi untuk mengoreksi atau menguji kebaikan rencana atau tindakan yang diambil oleh staf, antara staf, atau antara staf dengan komponen lain yang bersangkutan atau akan tersangkut dalam pelaksanaan rencana yang telah disusun. 

III.  Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11). 
2. Populasi dan Sampel 

Sesuai karaktersitik responden penelitian, yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Povinsi Kalimantan Timur tahun 2018/2019 sebanyak 190 orang pegawai. Mengingat jumlah pegawai cukup banyak, keterbatasan kemampuan, waktu dan dana maka penulis melakukan  penarikan sampel sebesar 15% dari jumlah populasi yang ada, yaitu sebanyak sebanyak 30 orang pegawai dengan dasar perhitungan  jumlah subjek dengan besaran perhitungan yang diambil 10% - 15% atau 22% - 25% atau lebih (Suharsimi , 1992 : 07). Teknik sampling yang digunakan adalah poposive random sampling dipilih secara acak dengan pertimbangan kriteria pegawai yang  memahami dan melaksanaan fungsi koordinasi baik vertikal maupun horizontal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian sudah tentu harus didukung oleh data yang dapat dipercaya kebenarannya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, dimana objek penelitian itu berada. Untuk penelitian di lapangan ini, penulis melakukan dengan mengunakan beberapa metode yaitu: observasi, interview dan membagikan kuesioner kepada responden.
4. Definisi Operasional

Berdasarkan uraianpenjelasan teori dan konsep dan definisi konsepsional, berikut ini dikemukakan definisi operasional dengan batasan indikator  dari masing-masing variabel yang akan diamati, sebagai berikut :
a. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), mengsinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  
Penulis mengemukakan batasan indikator variable koordinasi pimpinan  yang akan diamati, terdiri dari :

· Melakukan pengarahan atau breefing
·  Melakukan rapat-rapat
· Melakukan inspeksi 
b. Efektivitas kerja pegawai adalah suatu proses penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, tercapainya sasaran dan tujuan  yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentutan sebelumnya. Baik efektivitas perorangan maupun efektivitas organisasi secara keseluruhan.
Penulis mengemukakan batasan indikator variable efektivitas kerja pegawai  yang akan diamati, terdiri dari :

· Kemampuan melaksanakan tugas dan jabatan
·  Kemampuan mengatasi masalah
·  Pemanfaatan waktu menyelesaikan pekerjaan 
5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data variabel koordinasi  dan efektivitas kerja pegawai  yang diperoleh melalui daftar pertanyaan penulis menggunakan rumus koefisien Rank Spearman (rs) yang dikemukakan oleh Sidney Siegel (1985 : 256-257)
Untuk menginterprestasikan hasil kooefisien korelasi antara independen variabel dengan dependen variabel, maka dilakukan test signifikansinya dengan cara membandingkan hasil koefisien korelasi yang diperoleh (rxy empiris) dengan harga kritis rxy tabel (rxy teoritas) pada kepercayaan 95 % atau 
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 0,05.
IV. Hasil Penelitian dan Analisa Data 
Berdasarkan gambaran data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kuesiner jawaban responden sebagai data primer dapat digambarkan sebagai berikut :Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 1 tentang  apakah pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan  dapat menunjang koordinasi dan sinkronisasi tugas, pekerjaan kantor, bahwa sebanyak 16 orang atau sebesar 53,33% menjawab pimpinan sering memberikan pengarahan, sebanyak 10 orang atau sebesar 33,33%, menjawab pimpinan kadang-kadang memberikan pengarahan, dan sisanya sebanyak 4 orang atau sebesar  13,33% responden menjawab pimpinan tidak pernah memberikan pengarahan. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan  dapat menunjang koordinasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan kantor maupun pekerjaan lapangan bahwa sebanyak 10 orang atau sebesar 35,33% responden menjawab pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan menunjang koordinasi pekerjaan, dan sebanyak 18 orang atau 60,00% responden menjawab cukup menunjang pengarahan pimpinan, dan sebanyak 2 atau 6,67% orang pegawai menjawab tidak menunjang koordinasi.

Hal ini berarti bahwa bimbingan, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan  dan unsur pimpinan lainnya, baik kepala dinas maupun kepala bagian khusus mampu menunjang atau berperan terhadap koordinasi dan sinkronisasi pekerjaan yang dilakukann oleh pegawai.

Menurut pengamatan penulis pada saat melakukan wawancara kepada beberapa unsur pegawai yang menduduku jabatan struktural pada  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, mengatakan bahwa koordinasi bain internal maupun antar bagian unit kerja berjalan dengan baik, hal ini antara lain didukung oleh kualitas pegawai yang sebagian besar berpendidikan sarjana, memahami tugas dan fungsi masing-masing pegawai, juga dukungan peralatan dan tata ruang kerja personil yang bagus sehingga mendukung suasana kerja yang menyenangkan.
Fakta fenomena hasil penelitian tersebut di atas juga didukung oleh kajian teoritis bahwa koordinasi yang baik juga disukung oleh pengarahan pimpinan. Pimpinan berkewajiban memberikan pengarahan atau briefing kepada pegawainya dalam rangka menciptakan koordinasi tugas, pekerjaan kantor. Koordinasi seperti termasuk jenis koordinasi vertikal yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya, atau sebaliknya.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 3 tentang apakah rapat yang dilakukan mampu menciptakan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan maupun dengan unit kerja yang lain, bahwa sebanyak 14 orang atau sebesar 46,67% responden menjawab mampu,  sebanyak  14 orang atau sebesar 46,67% responden menjawab cukup mampu dan hanya 2 orang atau sebesar 6,67% responden menjawab tidak mampu. Hal ini berarti bahwa rapat rapat yang dilakukan baik rapat unsur pimpinan maupun rapat pimpinan dengan pegawai mampu menciptakan koordinasi dan sinkronisasi pekerjaan, baik pekerjaan admnistrasi maupun kegiatan di lapangan, berkaitan dengan pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Oleh sebab itu dalam rangka menciptakan koordinasi pekerjaan yang baik, salah satunya perlu dilakukan rapat, pimpinan mengundang pegawai dan meminta saran masukan berkaitan dengan permasalahan, tugas pekerjaan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan sumberdaya yang terbatas.

Salah satu faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan koordinasi di tangan pimpinan (the man behind the gun), kemanapun arah senjata organisasi mau di tembakkan sangat tergantung pimpinan, pimpinan yang mau mendengarkan bawahannya. Disisi yang lain juga tercipta sense of belong, rasa memiliki dan menghargai, saling pengertian, dan persepsi yang sama antara pimpinan dengan bawahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 5 tentang apakah apakah inspeksi langsung yang dilakukan oleh pimpinan dapat menciptakan koordinasi pekerjaan yang baik, bahwa sebanyak 18 orang atau sebesar 60,00% menjawab mampu, sebanyak 10 orang atau sebesar 33,33% menjawab cukup mampu dan sisanya 2 orang atau 6,67% menjawab tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa inspeksi pimpinan berupa pengamatan, dialog dengan pegawai dan melakukan pengawasan ditempat kerja pada saat pegawai sedang melaksanakan pekerjaan mampu menciptakan koordinasi yang baik antara unsur pimpinan dengan pegawainya.
Inspeksi pimpinan, berupa pengamatan, melakukan dialog dengan pegawai segaligus sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pada saat pegawai sedang bekerja. Pimpinan yang berbeda ruangan dengan pegawai mengetahui proses pekerjaan yang sedang dikerjakan pegawai dan juga bisa memberikan koreksi, masukan, penyempurnaan pada saat itu juga jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pekerjaan, dengan komunikasi yang baik maka akan tercipta koordinasi yang efektif juga.

Berdasarkan jawaban responden terhadap efektivitas pekerjaan untuk pertanyaan nomor 1 tentang apakah para pegawai memahami peraturan dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa sebanyak 16 orang atau sebesar 53,33% responden menjawab memahami peraturan, prosedur kerja, sebanyak 14 orang atau sebesar 46,67% menjawab cukup memahami. Hal ini berarti bahwa para pegawai memahami dengan baik peraturan dan prosedur kerja yang berlaku pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur.
Pemahaman para pegawai terhadap peraturan, prosedur maupun mekanisme kerja, maka akan memudahkan pelaksanaan koordinasi pekerjaan baik antar pribadi pegawai, antar unit kerja dan bahkan antar institusi terkait dengan pekerjaan maupun tugas kedinasan lainnya.

Menurut pengamatan penulis pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai mampu di implementasikan oleh pegawai dalam bidang pekerjaan masing-masing,  hal ini salah  satunya adalah adanya dukunga pendidikan pegawai rata-rata sarjana dan program pelatihan lainnya, khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 3, tentang pemanfaatan waktu tugas pekerjaan pegawai selama ini, dapat diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden atau sebesar 33,33% menjawab   efektif, sebanyak 16 orang atau sebesar 53,33% menjawab cukup efektif dan sisanya sebanyak 2 orang atau sebesar 6,66% menjawab tidak efektif. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan waktu jam kerja pegawai dalam menyelesaikan tugas, pekerjaan kantor cukup efektif  pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, khususnya efektivitas pada bagian atau unit kerja masing-masing sehingga menghasilkan sinergitas dalam usaha mencapai tujuan secara bersama-sama.

Dari aspek normatif bahwa Pegawai Negeri Sipil, sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat dituntut menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya baik pekerjaan administrasi maupun kegiatan kedinasan lainnya, terlebih lagi pekerjaan bidang pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi pekerjaan yang baik akan berpengaruh terhadap pemanfaatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.


Salah satu ukuran efektivitas kerja pegawai adalah pemanfaatan waktu yang efesien dalam menyelesaikan tugas, pekerjaan kantor. Pendapat Steer (1995 : 140) mengatakan bahwa penyelesaian pekerjaan tepat waktu merupakan wujud dari prestasi kerja pegawai. Prestasi kerja adalah suatu penyelesaian tugas yang sudah dibebankan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Prestasi kerja yang telah dicapai akan mempengaruhi oranglain untuk melakukan hal yang sama dengan demikian maka hasil kerja didalam organisasi menjadi lebih baik.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 5 (tabel 8), tentang kemampuan pegawai dalam mengatasi permasalahan kantor, diketahui bahwa  sebanyak 22 orang atau sebesar 73,33% menjawab mampu, dan sebanyak 6 orang atau sebesar 20,0% menjawab cukup mampu, dan sebanyak 2 orang pegawai menjawab tidak mampu. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai mampu mengatasi permasalahan tugas pekerjaan baik admnistrasi maupun aspek teknis lainnya.

Kemampuan pegawai dalam mengatasi dan menyelesaikan kendala atau permasalahan kantor, merupakan salah satu wujud dari efektivitas kerja pegawai, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan berikutnya dengan waktu, biaya dan tenaga lebih efesien. Kemampuan mengatasi masalah tugas pekerjaan kantor juga tidak lepas dari peran koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pimpinan. Baik koordinasi vertical antara pimpinan dengan bawahan, maupun koordinasi horizontal yaitu koordinasi sesama pegawai yang mampu menciptakan saling pengertian dan persepsi yang sama dalam menyelesaikan permasalahan kantor. 

Koordinasi yang telah dilakukan oleh pimpinan dengan bawahan maupun koordinasi yang dilakukan oleh bawahan kepada pimpinan serta koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait lainnya berperan positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur. Pimpinan pada dinas tersebut di atas telah melaksanakan tugas fungsi administrasi dan manajemen. Peran koordinasi tidak bisa jalan dengan sendirinya, sangat tergantung dari aspek atau fungsi manajemen lainnya seperti organizing, actuating dan controlling atau pengawasan. Terimplementasinya beberapa fungsi admnistrasi dan manajemen salah satunya tergantung dari pemimpin dalam menerapkan gaya kepememimpinannya kepada para pegawai di kantor.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian (memadukan), mengsinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  Tanpa adanya koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian tidak akan dapat melihat peran mereka dalam suatu organisasi.  Mereka akan terbawa megikuti kepentingan-kepentingan sendiri, hingga mengorbankan sasaran-sasaran organisasi yang lebih luas. Koordinasi sangat penting bagi organisasi atau lembaga dalam rangka sinkronisasi tugas dan jabatan pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efesien dan efektif.
Disisi yang lain salah satu faktor kunci implementasi  keberhasilan koordinasi terhadap efektivitas kerja pegawai juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi pimpinan, sebagaimana dikatakan oleh Sondang P. Siagian (1992:76), dalam hal pimpinan berkomunikasi kepada pegawainya antara lain : tugas mengantarkan, tugas mengetahui, tugas mempelopori, tugas memberi petunjuk/contoh, tugas mendidik, dan tugas memberi bimbingan, arahan bahkan instruksi kepada pegawainya.
IV. Kesimpulan 

1. Berdasarakan perhitungan diperoleh harga rs hitung sebesar 0,650 yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan harga table rs (Harga Kritis rs) sebesar 0,456 ubtuk N = 30 pada tingkat kepercayaan 95%.  Dari hasil perhitungan rumus spearman’s, maka dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel spearman’s (0,650 > 0,456), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel koordinasi terhadap variable efektivitas kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur.

2. Terdapat keeratan hubungan antara variabel koordinasi dengan variabel efektivitas kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, berada pada kategori tinggi. Dari hasil rxy sebesar 0,650, interpretasi data menunjukkan adanya korelasi antara 0,60 – 0,59, maknanya adalah bahwa hubungan antara variable koordinasi dengan efektivitas kerja berada pada level  katagori hubungan sedang.
3. Dari hasil perhitungan hasil uji-t adalah sebesar 2,617, hal ini berarti berarti  bahwa thit = 2,617, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 2,617 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 30 (30 – 2 = 28).  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel koordinasi terhadap variabel efektivitas kerja. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa koordinasi berperan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur.
4. Koordinasi yang dilakukan oleh unsur pimpinan berperan terhadap efektivitas kerja pegawai. Instrumen koordinasi yaitu : melakukan breefing kepada pegawai memberitahukan tentang kebijaksanaan pimpinan organisasi, melakukan rapat rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan, menciptakan human relation dalam berbagai bentuk demi meningkatkan sinkronisasi dan integrasi dalam pekerjaan, pimpinan melakukan inspeksi pada saat pegawai melaksanakan pekerjaan ditempat kerja.
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